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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi menggunakan sumber daya alam, energi, dan manusia sangat

diperlukan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi

perlu dikontrol oleh sumber daya yang memiliki kemampuan dan kapasitas di setiap bidang

yang ada, dalam memberikan energi baru setiap melaksanakan tujuan. Pembangunan yang

baik untuk masyarakat mempunyai tujuan dalam meningkatkan kualitas hidup dan tidak

mengekploitasi penggunaan sumber daya alam (sda) yang melebihi kapasitas yang ada.

Penerapanan tujuan SDGS (Sustainable Development Goals) atau pembangunan

berkelanjutan yang memiliki 17 tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang

ada di setiap negara di dunia. Salah satu tujuan tersebut bisa dicapai melalui empat elemen

tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Pertumbuhan dan keadilan ekonomi

2. Pembangunan sosial

3. Konservasi sumber daya alam (perlindungan lingkungan)

4. Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Keempat elemen tersebut saling terhubung dan mendukung satu sama lain dalam

mewujudkan tujuan pembangunan yang bekaitan serta berkelanjutan. Sebagai organisasi

sektor publik, pegawai dituntut melakukan tugas dan pekerjaanya secara baik sesuai

orientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong instansi pemerintah agar selalu

menyelesaikan tuntutan dan tanggap akan lingkungannya dengan upaya memberikan

sebuah pelayanan terbaik secara efektif dan transparan serta adanya kualitas yang

didapatkan dari setiap proses tugas yang dijalankan pada pemerintahan.
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Tata kelola pemerintahan yang baik dianggap menjadi suatu prioritas dan syarat

penting untuk menghargai kedamaian dunia yang mencakup insfrastruktur seperti

komunikasi, pasar global, model universal , ilmu pengetahuan global, proses yuridiksi

global, konsolidasi internasional serta mempunyai kontribusi dalam membantun struktur

global. Hal ini didukung melalui mewujudkan reformasi administrasi publik yang

mempunyai suatu tujuan untuk menciptakan lembaga yang stabil serta dapat diprediksi

dengan menjalankan tugas secara fleksibel, inovatif, dan terbuka dalam instansi atau

organisasi. Bentuk dari tujuan SDGs yang ke-16 yaitu tentang Perdamaian, Keadilan, dan

Kelembagaan yang tangguh sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, tentu menjadi

tanggung jawab dalam melaksanakannya.

Di Indonesia itu sendiri masuknya good governance pada sekitar tahun 1998 setelah

adanya reformasi yang dimana telah membuka negara dari ketertutupan dari segala

informasi yang didukung melalui hasil interaksi pemerintah dengan negara serta lembaga

pemberi bantuan (Wijaya, 2018:2).

Penyelenggaraan prinsip good governance di Indonesia juga diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dikeluarkan

menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang

sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada keadaan ketatanegaraan, dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian informasi kepada masyarakat secara

akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan untuk melakukan tindakan pencegahan

dan pengendalian pada manajemen resiko sebagai salah satu bentuk dari tugas Aparat

Pengawas Internal Pemerintah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sangat diperlukan sebagai pihak

internal pemerintah yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan untuk terciptanya

penyelenggaraan jalannya pemerintahan secara jujur, bersih, akuntabel, dan transparan.
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Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang efektif mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

pasal 11 yakni:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risikodalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.

Peran utama APIP menurut Matei dkk (dalam Nina Trisnawati, 2018:52) adalah

sebagai konsultan dan problem solver bagi pemerintah daerah di saat melakukan tugas

terkait pemeriksaan, review, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan lain terhadap

jalannya penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah. Peran yang

efektif dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diharapkan dapat

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan menjamin secara tertib,

efisien, dan efektif. Hal ini sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih,

serta berwibawa bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dari praktik

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pengawasan sangat diperlukan terhadap optimalisasi dari penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk dapat mewujudkan cita-cita ekonomi daerah dan juga dapat

meningkatkan kesejahteraan serta mencegah dari setiap penyimpangan atau

penyalahgunaan wewenang.

Dalam melakukan pengawasan di lingkungan pemerintahan dilaksanakan oleh aparat

pengawas ekstern yang terdiri dari BPK RI dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan

Kementerian/LPND serta Inspektorat Provinsi baik Kota dan Kabupaten.
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Pada umumnya pengertian pengawasan dipergunakan dalam hubungan ilmu

manajemen untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka harus

adanya dua prinsip dalam memenuhi prinsip pengawasan. Pertama, adanya rencana dengan

pemberian instruksi tertentu. Prinsip pertama merupakan sebuah keharusan sebagai rencana

yang memiliki standar, alat ukur dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya

serta adanya rencana membuat suatu pelaksanaan dijalankan secara baik atau tidak. Kedua,

pemberian wewenang kepada bahawan secara jelas. Wewenang juga suatu keharusan

untuk dapat diberikan kepada bawahan dengan berdasarkan tugas yang telah dijalankan

secara baik atau tidak. Pengawasan juga dapat menjadi suatu langkah dengan rencana yang

telah ditetapkan secara baik dan ketika pelaksanaanya dilakukan secara baik dan terlaksana.

Fenomena umum terkait pengawasan internal seringkali kurang tepat waktu, tidak

sesuai jadwal pemeriksaan yang diharapkan, kurang fleksibel dalam memberikan petunjuk

yang mudah dipahami dengan baik oleh pihak yang diperiksa, sehingga terhambatnya

dalam pemeriksaan reguler, review, serta monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah belum memiliki

integritas serta kapabilitas yang benar secara independen dan kebutuhan pada jumlah

personil atau sumber daya manusia yang belum terpenuhi.

Di lingkungan pemerintah daerah itu sendiri dibentuk suatu lembaga pengawasan

internal yang cukup strategis yaitu Inspektorat Daerah yang diatur dalam Pasal 216

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf c dan
ayat (2) huruf c dipimpin oleh inspektur.

2. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

3. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala
daerah melalui sekretaris daerah.
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Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional

dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikordinasikan oleh Gubernur, dan pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh

Bupati/Walikota.

Inspektorat Daerah Provinsi (ITDAPROV) sebagai lembaga pengawas internal

pemerintah daerah di Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sumatera

Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam BAB II tentang Kedudukan di Pasal 2

yaitu:

1. Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Inspektorat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Inspektur, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Inspektur Pembantu dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah diharapkan mampu untuk bisa melakukan

tugas pengawasan terhadap jalannya pemerintahan secara baik, sesuai dengan Lampiran

Surat Nomor: 012/KPTS/ITDAPROV.VI.3/2021 yang berlaku tanggal 24 Februari 2021

secara atribusi, mandat, dan posisi Inspektorat Daerah Provinsi sebagai lembaga

pengawasan internal yang sangat kuat dan dilindungi oleh undang-undang dan peraturan

daerah. Adapun jangkauan kerja wilayah pengawasan yang ada di Inspektorat Daerah

Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 1.
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Tabel 1 : Penetapan Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan

Penetapan Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah
Daerah

Inspektur Pembantu
I

Inspektur
Pembantu II

Inspektur Pembantu
III

Inspektur Pembantu
IV

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1. OKI
2. OKU
3. Ogan Ilir
4. Pagar Alam

1. Musi Banyuasin
2. Musi Rawas
3. Prabumulih
4. Empat Lawang
5. Palembang

1. Banyuasin
2. Lahat
3. Pali
4. OKU Selatan

1. OKU Timur
2. Muara Enim
3. Muratara
4. LubukLinggau

Dinas/Badan/Biro/
Lembaga

Dinas/Badan/Biro/
Lembaga

Dinas/Badan/Biro/
Lembaga

Dinas/Badan/
Biro/Lembaga

1. Dinas Kesehatan
1.1 RS. GiziMulut
1.2 RS. Siti Fatimah
1.3 RS. Paru
1.4 RS. Mata
2. RS ErnaldiBahar
3. Dinas ESDM
4. Dinas Kelautandan

Perikanan
5. BPBD
6. BKD
7. Dinas PMD
8. Dinas Perindustrian
9. Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan Anak

9.1 KPAI
10. Biro Kesra
11. Biro Administrasi

Pembangunan
12. InspektoratDaerah

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas PSDA
3. Dinas

Perkebunan
4. Dinas Kehutanan
5. SekretariatDPRD
6. Dinas Kearsipan
7. Dinas

Perdagangan
8. Badan

Kesbangpol
9. Bawaslu
10. Komisi

Pemilihan Umum
11. Biro Humas dan

Protokol
12. Biro

Perekonomian
13. Satuan Pol. PP
14. Badan

Perencanaan dan
Pembangunan
Daerah

1. Dinas PU BM &
Tata Ruang

2. Badan Pendapatan
Daerah

3. Dinas Pertanian
Tanaman Pangan
dan Holtikultura

4. Dinas Sosial
5. Dinas TenagaKerja

dan Transmigrasi
6. Dinas Koperasidan

UKM
7. Dinas Perpustakaan
8. Dinas Lingkungan

Hidupdan
Pertanahan

9. Biro umum dan
perlengkapan

10. Biro Pemerintahan
11. Badan Penghubung
12. Balitbangda
13. Dinas Penanaman

Modal Satu Pintu

1. Dinas Perumahan
danKawasan
Pemukiman

2. BPKAD
3. Dinas

Perhubungan
4. Dinas Ketahanan

Pangan dan
Peternakan

5. Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata

6. Dinas Catatan
Sipil

7. Dinas Pemudadan
Olahraga

7.1 Koni
8. Biro Organisasi

danTata Laksana
9. Biro Pengadaan

Barang dan Jasa
10. Biro Hukum
11. BPSDM
12. Dinas

Komunikasi dan
Informatika

12.1 KPID

Sumber: Lampiran Surat No: 012/KPTS/ITDAPROV.VI.3/202

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa terdapat bagian dari penetapan wilayah

kerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari



7

Surat Keputusan Inspektur Daerah No. 012/KPTS/ITDAPROV.VI.3/202 terdiri atas

Kabupaten/Kota dan Dinas, Badan, Biro, Lembaga pada bidang kerja Inspektur Pembantu I,

II, III, dan IV. Pada Inspektur Pembantu I ditetapkan terdapat jumlah 4 Kabupaten/Kota

serta terdiri dari jumlah 12 Dinas/Badan/Biro/Lembaga. Inspektur Pembantu II ditetapkan

terdapat jumlah 5 Kabupaten/Kota serta terdiri dari 14 Dinas/Badan/Biro/Lembaga.

Inspektur Pembantu III ditetapkan terdapat jumlah 4 Kabupaten/Kota serta terdapat 13

Dinas/Badan/Biro/Lembaga. Inspektur Pembantu IV ditetapkan terdapat jumlah 4

Kabupaten/Kota serta terdapat 12 Dinas/Badan/Biro/Lembaga.

Pembagian wilayah kerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah

daerah juga ditetapkan pada BUMD/Penyertaan Modal seperti pada tabel 2.

Tabel 2 : Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan (BUMD/Penyertaan Modal)

Inspektur Pembantu
I

Inspektur Pembantu
II

Inspektur Pembantu
III

Inspektur Pembantu
IV

BUMD/
PenyertaanModal

BUMD/
Penyertaan Modal

BUMD/
Penyertaan Modal

BUMD/
PenyertaanModal

1. PT Jamkrida
Sumsel

2. PT. SMS
3. PT. JSC

1. PT Bank Sumsel
Babel

2. PD. Prodexim
3. PT. Sriwijaya
Invest I

1. PT. BPR Sumsel
2. PT. SwarnaDwipa
3. PT. Sriwijaya

Invest II

1. PT. Askrida
2. PT. Sumsel Energi

Gemilang
3. PT. SriwijayaInvest

III
Sumber: Lampiran Surat No: 012/KPTS/ITDAPROV.VI.3/2021

Berdasarkan tabel 2 terlihat pembagian dari jangkauan wilayah pembinaan dan

pengawasan yang terdiri dari BUMD/penyertaan Modal yang berbeda-beda sesuai dengan

keputusan dari Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada bidang Inspektur

Pembantu I ditetapkan wilayah pada 3 PT, Inspektur Pembantu II ditetapkan juga pada 3

PT, Inspektur Pembantu III ditetapkan pada 3 PT, dan Inspektur Pembantu IV ditetapkan

juga pada 3 PT untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada BUMD/Penyertaan

Modal.
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Pembagian jangkauan wilayah tersebut dilakukan untuk mempermudah dan

membagi beban tugas kepada setiap inspektur pembantu dan staf atau pegawai wilayah

yang ada. APIP dalam melakukan pengawasan memiliki berbagai kegiatan yang berbeda

dengan jenis tidak sama satu sama lain di setiap kegiatan. Namun pada pelaksanaanya,

masih terdapat beberapa kendala dalam melakukan tugas dan fungsi yang ada seperti:

Pertama, dalam pendekatan sistem yaitu kurang ideal jumlah Sumber Daya Manusia

(SDM) atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang tidak sesuai dengan jumlah yang

diinginkan. Adapun tabel jumlah SDM APIP yang kurang ideal dalam pemenuhan

kebutuhan yang ada dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 : Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)/APIP

No. Uraian Kondisi saat
ini

Jumlah Ideal
Sesuai

Kebutuhan
1) SDM Pengawasan
a. Jabatan Struktural 10 Orang 10 Orang
b. J abatan Fungsional Auditor 37 Orang 80 Orang
c. Jabatan Fungsional Tertentu 36 Orang 60 Orang
d. Pegawai Pelaksana Pengawasan bukan Auditor 17 Orang 68 Orang
2) SDM Penunjang (Ketatausahaan)
a. Jabatan Fungsional Pranata Komputer 0 0
b. Jabatan Fungsional Umum 17 Orang 68 Orang

Jumlah 117 Orang 286 Orang

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian ITDAPROV SUMSEL

Berdasarkan tabel 3 terlihat beberapa kekurangan pada jumlah SDM atau Aparat

Pengawas Internal Pemerintah yang ada. Penetapan jumlah pegawai atau APIP ditentukan

melalui pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan melalui Buku Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada

Tahun 2020. Jumlah ideal SDM ditentukan melalui kebutuhan yang diharapkan atau

diinginkan pada Inspektorat Daerah Provinsi melalui Inspektur selaku pemimpin pada

instansi. Inspektur memberikan instruksi melalui Kepala Subbagian Umum dan
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Kepegawaian yang memberikan data rencana terhadap jumlah kebutuhan pegawai yang

diharapkan. Data rencana tersebut telah disepakai dan disetujui untuk ditindaklajuti oleh

Inspektur. Kekurangan jumlah pegawai sebelumnya membuat beberapa proses dalam

melakukan fungsi pengawasan sering kali terhambat atau tertunda penyelesaiannya.

Hal ini membuat sebagian proses dalam fungsi pengawasan dapat tertunda atau

terhambat karena tidak adanya pegawai yang dapat menggantikan tugas satu sama lainnya.

Pada SDM Pengawasan terutama jabatan struktural jumlah yang diperlukan sudah ideal 10

orang, pada jabatan fungsional auditor membutuhkan sekitar 43 orang untuk memenuhi

jumlah ideal, pada jabatan fungsional tertentu membutuhkan sekitar 24 orang untuk

memenuhi jumlah ideal, pada jabatan pegawai pelaksana pengawasan bukan auditor

membutuhkan 51 orang untuk memenuhi jumlah ideal yang ada. Pada SDM Penunjang

(Ketatausahaan) terutama pada jabatan fungsional umum membutuhkan 51 orang untuk

mencapai jumlah yang ideal. Kekurangan jumlah yang ideal ini terutama pada SDM

pengawasan dan penunjang berjumlah 117 orang, namun yang diperlukan dalam

memenuhi jumlah yang ideal yaitu 286 orang. Kurangnya jumlah SDM ini berupa 169

orang dalam seluruh Jabatan yang ada.

Kedua, terdapat beberapa Key Process Area (KPA) yang belum diselesaikan atau

dilaksanakan. Salah satu KPA yang belum terlaksana secara baik yaitu terdapat pada

Elemen II tentang Pengelolaan SDM. Salah satu faktor yang membuat ketidaktercapainya

KPA tersebut dikarenakan sebagian APIP belum melakukan pengembangan profesi bagi

individu auditor. Salah satu penjelasan pada pernyataan KPA Level 2 mengungkapkan

bahwa beberapa APIP belum memiliki dokumen hasil identifikasi atas setiap kompetensi

yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kegiatan pengawasan direncanakan. Hal ini

sebagian besar menyebabkan salah satu bentuk pelaporan pada pemantauan kompetensi

setiap individu belum terlaksana secara penuh. Masih terdapat salah satu elemen II yang
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belum terlaksana secara baik atau dilakukan secara maksimal. Pengembangan kompetensi

belum dapat secara ideal terpenuhi dan sebagian SDM telah memaksimalkan dalam

melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Namun, sebagian lainnya

terdapat kekurangan pada jumlah SDM pada kebutuhan yang ada.

Ketiga, dalam pendekatan sistem terkait kontribusi dalam menyelesaikan suatu

pekerjaan hal ini berdasarkan pada Level kapabilitas atau kemampuan dari APIP. Adapun

hasil dari Level kapabilitas APIP yang ada di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 : Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah

No. Nama APIP
Prov/Kab/Kota

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Level
APIP

Target
Level

Level
APIP

Target APIP Target APIP

A. Provinsi
1. Inspektorat Provinsi

Sumatera Selatan
2 plus 3 2 plus 3 3

B. Kabupaten
1. Ogan Komering Ulu 2 3 2 3 2
2. Ogan Komering Ilir 3 3 3 3 3
3. Muara Enim 2 plus 3 2 plus 3 3
4. Lahat 3 3 3 3 3
5. Musi Banyuasin 2 plus 3 2 plus 3 3
6. Musi Rawas 3 3 3 3 3
7. Banyuasin 2 plus 3 3 3 3
8. Ogan Komering Ulu Timur 2 3 2 2 3
9. Ogan Komering Ulu Selatan 2 2 2 2 2
10. Ogan Ilir 2 3 2 2 3
11. Empat Lawang 2 plus 2 2 plus 2 3
12. Panukal Abad Lematang Ilir 2 2 2 2 2
13. Musi Rawas Utara 2 plus 3 2 plus 3 3
C. Kota
1. Palembang 3 3 3 3 3
2. Pagar Alam 2 plus 3 2 plus 3 3
3. Lubuklinggau 3 3 3 3 3
4. Prabumulih 2 2 2 2 3
5. Jumlah APIP 18

Sumber : diolah oleh penulis berdasarkan pada bpkp.go.id

Berdasarkan tabel 4 dapat terlihat bahwa Level kapabilitas Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih belum sesuai

target yang ingin dicapai. Peran APIP dalam melakukan fungsi pengawasan masih dibawah

dari Inspektorat Kabupaten/Kota yang sudah mencapai level 3 sebelum tahun 2020. Secara
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umum yang membuat Kapabilitas atau kemampuan APIP tidak mencapai target dalam

melaksanakan tugas pengawasan yaitu kurangnya pengetahuan pada sumber daya APIP

yang berdampak kepada kurang optimal melaksanakan tugas pengawasan yang ada.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki Level APIP yang belum

mencapai harapan atau target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Adapun Target

dan pencapaian Level APIP di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat

pada tabel 5.

Tabel 5 : Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

No. Nama APIP Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Status
Level
APIP

Target
Level

Level
APIP

Target
APIP

Target
APIP

Level
APIP

A. Provinsi
3 2 Tidak Tetap1. Inspektorat Provinsi

Sumatera Selatan
2 plus 3 2 plus 3

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian ITDAPROV SUMSEL

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa pencapaian target Level Aparat Pengawas

Internal Pemerintah di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan pada setiap tahunnya belum

tercapai pada target yang ditetapkan Level 3, sehingga tetap berada pada Level 2 sampai

akhir bulan di tahun 2021. Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Inspektorat

Provinsi Sumatera Selatan belum mencapai target Level 3 pada tahun 2019,2020, dan 2021

serta masih terdapat beberapa Key Process Area (KPA) yang belum terselesaikan.

Untuk dapat meningkatkan kapabilitas APIP ke Level 3 memerlukan pemenuhan 24

KPA (10 KPA di Level 2 dan 14 KPA di Level 3) yang menjadi penjabaran dari 6 elemen

kapabilitas APIP. Hal tersebut memerlukan seluruh SDM APIP (manajerial dan fungsional)

disertai dengan adanya penyediaan penganggaran, sarana prasarana, metode kerja, dan

teknologi informasi, sehingga APIP dapat memberikan suatu layanan yang efektif dan

efisien sesuai dengan standar pengawasan internal.
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Level Kapabilitas APIP diukur dari pemenuhan Key Process Area (KPA) yang

merupakan pondasi bagi level APIP diatasnya. APIP dikatakan berada di level tertenu

apabila seluruh KPA kumulatif tersebut terpenuhi, APIP dikatakan berada di Level 3

apabila memenuhi 24 KPA sampai dengan Level 3 (yaitu 10 KPA di Level 2 dan 14 KPA

di Level 3), apabila dari 24 KPA tersebut terdapat satu KPA belum terpenuhi maka belum

dikatakan Level 3.

Dalam memenuhi suatu KPA, apabila APIP sudah melakukan kegiatan yang terkait

KPA tersebut hingga menghasilkan output, dan dilaksanakan secara berulang-ulang

peryataan yang harus dipenuhi. Untuk itu dalam mencapai Level 3 APIP harus memenuhi

151 peryataan (58 pernyataan pada KPA Level 2 dan 93 Pernyataan pada KPA Level 3).

Berdasarkan pada cakupan kemampuan SDM atau APIP sebagai subyek pengawasan

belum sesuai dengan salah satu teori mengenai pendekatan sistem dan kriteria ukuran

efektivitas menurut Steers (1985:9). Hal ini menjadi suatu kendala yang dimana peran

APIP untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan belum sepenuhnya

tercapai untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Topik penelitian tentang keberadaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

menjadi kajian yang menarik bagi beberapa peneliti dan mengkajinya dari sudut pandang

yang beragam. Ada yang melihatnya dari Aspek pelaksanaan, penerapan dan peran APIP

(Abdul Haris, Heri Kusmanto, 2016; Marlaini, dkk, 2018; I Made Yoga Darmawiguna, Ni

Putu Sri Harta Mimba, 2017; Muhaimin, 2020; Elieser Yohanes, 2018; Nina Trisnawati,

dkk, 2018; Wa Ode Arfiani, dkk, 2020; dan Dian Amalia Ulfa, dkk, 2020). Aspek

Pengawasan dan Hasil Kerja (Boby Segah, 2020; Endra Mangolo, dkk, 2019 dan Herlina

Ilyas, Mustakim Muchlis, 2016).

Bagi kalangan peneliti Administrasi publik, kajian Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) juga sudah banyak dengan fokus kajian yag berbeda. Ada yang
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melihatnya dari Aspek Efektivitas Pelaksanaan (Abdul Haris dan Heri Kusmanto, 2016;

Muhaimin, 2020; Elieser Yohanes, 2018; Nina Trinawati, dkk, 2018). Aspek Peran

(Marlaini Aliamin, Mirna Indriani, 2018; I Made Yoga Darmawiguna, Ni Putu Sri Harta

Mimba, 2017; Dian Amalia Ulfa, dkk, 2020; Herlina Ilyas, Mustakim Muchlis, 2016).

Aspe Kualitas Hasil (Endra Mangolo, dkk, 2019; Wa Ode Arfiani, dkk, 2020; Boby Segah,

2020).

Pengawasan yang dilakukan oleh APIP di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan masih memiliki beberapa hambatan sesuai pendekatan sistem menurut Robbin

yang berdasar pada ukuran efektivitas menurut Steers (1985:9).

Untuk itu perlu diteliti keefektifan yang dijalankan oleh aparat pengawas internal

pemerintah untuk dapat melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dalam melaksanakan

fungsi pengawasan. Seperti tujuan dari SDGS yang ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan,

dan Kelembagaan.

Dengan demikian dapat diketahui Keefektifan Pengelolaan Aparat Pengawas Internal

Pemerintah Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan. Masalah inilah perlu diteliti secara menyeluruh terhadap peran Aparat

Pengawas Internal Pemerintah yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan terkait

tugas berbeda yang terdapat pada pegawai dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang

ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka

rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

“Bagaimana keefektifan pengelolaan aparat pengawas internal pemerintah dalam

melaksanakan fungsi pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ? ”
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan suatu pengelolaan APIP dalam

melaksanakan fungsi pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran

terhadap perkembangan Ilmu Administrasi Negara, terutama berkaitan dengan peran APIP

terhadap jalannya fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik dalam Ilmu Kosentrasi Manajemen Sektor Publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dan masukan pemikiran dari

informasi bagi bidang akademik serta pihak yang terkait dengan kepentingan terhadap

Peran APIP di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
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